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P  U  T  U  S  A   N

NO. 19 PK/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H     A G U N G

memer iksa  permohonan  penin jauan  kembal i  da lam perkara  Tata  

Usaha  Negara  te lah  mengambi l  putusan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :       

TINI ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Guru  SD Kadipa ten  I I I ,  Kecamatan  Bojonegoro ,  

Kabupaten  Bojonegoro ,  bera lamat  di  Ja lan  

Basuk i  Rahmad Gang Ma' ru f  No.  48,  RT.  02  RW. 

01,  Kelurahan  Mojokampung,  Bojonegoro  62116;

Pemohon  Peninjauan  Kembal i  dahulu  Termohon 

Kasasi /  Penggugat;

m e l  a w a n   :

BADAN  PERTIMBANGAN  KEPEGAWAIAN  (BAPEK) ,  

berkedudukan  d i  Ja lan  Let j en .  Sutoyo  No.  12,  

Ci l i l i t a n ,  Jakar t a  Timur ,  da lam  ha l  in i  

member ikan  kuasa  kepada  :  EDY TOPO ASHARI,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Sekre ta r i s  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian ,  

berkan to r  d i  Ja lan  Let j en .  Sutoyo  No.  12,  

Ci l i l i t a n ,  Jakar ta  Timur ,  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus  te r t angga l  23  Oktober  2007  No.  

022/G.TUN/BAPEK/2007,  yang  kemudian  member i kan  

kuasa  subs t i t u s i  kepada  :

1. H.  SUMAT,  SH. ,  

Peker j aan / Jaba tan  Asis ten  

Sekre ta r i s  Badan  Per t imbangan  

Kepegawaian ;

2. SUPARDIANTO,  SH. ,  Peker jaan  

Kepala  Bidang  Pengolahan  A 

pada  Sekre ta r i a t  Badan 

Per t imbangan  Kepegawaian ;

3. HABINDI  MAJU,  SH. ,  peker j aan  
 Hal .  1 dar i   10 Hal .  Putusan  Nomor :  19 
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Kepala  Sub  Bidang  Pengo lahan  

A.1  pada  Sekre ta r i a t  Badan 

Per t imbangan  Kepegawaian ;

Ket iganya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  berkan to r  

d i  Ja lan  Let j en .  Sutoyo  No.  12,  Ci l i l i t a n ,  

Jakar ta  Timur ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Subst i t u s i  te r t angga l  23  Oktober  2007  

No.  022/G.TUN/SET.BAPEK/2007;

Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahulu  Pemohon 

Kasasi /  Tergugat ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  

Termohon  Kasas i /Peng gugat  mengajukan  permohonan  pen in j auan  

kembal i  te rhadap  putusan  Mahkamah Agung  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  173  K/TUN/2008  tangga l  23  Oktober  2008  yang  te l ah  

berkekua tan  hukum te tap ,  da lam perkaranya  melawan  Termohon  

Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  Pemohon Kasas i /  Tergugat  

dengan pos i t a  perkara  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  ;

OBYEK GUGATAN :

Bahwa  yang  menjad i  obyek  gugatan  adalah  Sura t  

Keputusan  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  No.  :  

171/KPTS/BAPEK/2006  tangga l  19  Oktober  2006  ten tang  

Penguatan  Hukuman Dis ip l i n  atas  nama Penggugat ;

DASAR GUGATAN :

Bahwa Keputusan  Tergugat  ada lah  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam keten tuan  Pasa l  1  angka  

3 Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  jo .  Undang- Undang Nomor  

9 Tahun 2004;

Bahwa Keputusan  Tergugat  d i te rb i t k an  pada  tangga l  19  

Oktober  2006,  d ise rah te r imakan  kepada  Penggugat  pada  

tangga l  9  Apr i l  2007  dan  gugatan  Penggugat  dida f t a r kan  ke  

Pani te ra  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  
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tangga l  19  Jun i  2007,  seh ingga  masih  da lam tenggang  waktu  

90  (sembi l an  pu luh)  har i  sebaga imana  dimaksud  keten tuan  

Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa  Keputusan  Tergugat  ada lah  merupakan  keputusan  

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  48  jo .  Pasa l  51  ayat  (3 )  

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  jo .  Undang- Undang Nomor  9 

Tahun  2004  seh ingga  dengan  demik ian  Pengad i l an  Tingg i  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  berwenang  memer iksa ,  memutuskan ,  dan  

menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha Negara  d imaksud;

ALASAN GUGATAN :

Bahwa  Keputusan  Tergugat  te l ah  di te rb i t k an  dengan  

sangat  merug ikan  kepent i ngan  Penggugat  dan  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku ,  ser ta  

ber ten tangan  dengan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  

sebaga imana  dimaksud  oleh  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (2 )  

huru f  a  dan  huru f  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986;

KRONOLOGI :

Bahwa Penggugat  se jak  diangka t  sebaga i  Pegawai  Neger i  

Sip i l  tangga l  1  Ju l i  1978  dengan  pangkat  Pengatu r  Muda 

( I I / a )  ber tugas  dinas  sampai  Apr i l  1998  dengan  pangkat  

Penata  Muda Tingka t  I  ( I I I / b ) ,  yang  berar t i  te l ah  ber tugas  

se lama  20  (dua  puluh)  tahun ,  dan  be lum  pernah  dan  atau  

t i dak  pernah  melakukan  pelanggaran  te rhadap  Pera tu ran  

Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l  da lam bentuk  apapun  dan atau  

t i dak  pernah  mendapatkan  hukuman  dis i p l i n  sekec i l  apapun  

juga ;

Bahwa Penggugat  disamping  sebaga i  Guru  Agama Is l am  d i  

SD juga  akt i f  da lam keg ia tan  dimasyaraka t  misa lnya  pernah  

sebaga i  Ketua  Penggerak  PKK RT,  Kelu rahan  dan  juga  akt i f  

sebaga i  Mubal i gho t  d i  kanto r - kanto r  ba ik  di  wi layah  
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Bojonegoro  dan sek i t a r nya ;

Bahwa Penggugat  sebaga i  Ibu  Rumah Tangga  t i dak  kuat  

menahan  tekanan  bath in ,  d i tekan ,  d i te r o r  o leh  orang- orang  

yang  t i dak  senang  dengan  suami  Penggugat  leb ih - leb ih  yang  

te rka i t  dengan  tanggungan  dan  atau  hutang- hutang  suami .  

Sehingga  meningga lkan  tugas  dinas  bersama  suami  se lama  

kurang  leb ih  4 (empat )  tahun  3 ( t i g a )  bu lan  untuk  mencar i  

penye lesa i an  pemecahan  masalah ,  anta ra  ke  Jakar ta  dan  

Pasuruan ;

Bahwa sampai  dengan  adanya  Sura t  Panggi l an  Dinas  dar i  

Kanto r  Bawasda  Kabupaten  Bojonegoro  No.  X.700/

…/301.409 /202  tangga l  16  Ju l i  2006  keper l uan  :  Didengar  

kete rangannya  pada  Panggi l an  ke  I I ,  yang  se lama  i t u  t i dak  

pernah  ada  Sura t  Teguran  dan  atau  pemanggi l an  dar i  Kanto r  

Cabang  Dinas  P dan  K Bojonegoro  sebaga imana  dia tu r  da lam 

Sura t  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingka t  I  Jawa  Timur  No.  

X.862 /1544 /042 /1990  tangga l  18 Apr i l  1990  per iha l  Prosedur  

Penerapan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor 30 Tahun 1980;

Bahwa  se lama  meningga lkan  dinas ,  Penggugat  t i dak  

pernah  mener ima  dan  atau  mengambi l  ga j i  seka l i pun  

Penggugat  sampai  dengan  bulan  Apr i l  2003  masih  te tap  

dimin takan  gaj i ;

Bahwa  sete lah  pemer iksaan  oleh  Peny id i k  Kantor  

Bawasda  Kabupaten  Bojonegoro ,  kemudian  disu ruh  menunggu  

sampai  ada  keputusan  leb ih  lan ju t .  Akiba t  meningga lnya  

Bupat i  Bojonegoro  saat  i t u  (Bpk .  Drs .  M.  At lan )  d isu ruh  

menunggu  adanya  Bupat i  yang  baru .  Kurun  waktu  2  (dua)  

tahun  dar i  Sura t  Panggi l an  Bawasda  tangga l  19  Ju l i  2002  

akh i rnya  pada  tangga l  15 Jun i  2004,  d ise rah te r imakan  Sura t  

Keputusan  Bupat i  Bojonegoro  

No.  884.3 /292 /203 .412 /2004  tangga l  29  Maret  2004  ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  

Sip i l  Daerah  atas  nama Penggugat ;

Bahwa Penggugat  pada  tangga l  23  Jun i  2004  mengajukan  

kebera tan  atas  Keputusan  Bupat i  sebaga imana  dimaksud  pada  

but i r  angka  5 di  atas ,  dengan alasan  :
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a. Proses  penerapan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  

1980  t i dak  sesua i  dengan  Sura t  Gubernur  Jawa Timur  No.  

X.862 /1544 /042 /1990  tangga l  18 Apr i l  1990;

b. Kurang  memperhat i kan  dan atau  mempert imbangkan  keten tuan  

pen je lasan  Pasa l  23  ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  43  

Tahun 1999 ten tang  Perubahan  Undang- Undang Nomor  8 Tahun  

1974 ten tang  Pokok- pokok  Kepegawaian ;

Dan ajuan  kebera tan  in i  d isampaikan  kepada  se lu ruh  dinas  

te rka i t  dan  berwenang  te rmasuk  kepada  Bupat i  se laku  

Pejaba t  yang  berwenang  menghukum;

Bahwa dar i  a juan  kebera tan  sebaga imana  dimaksud  but i r  

angka  6 di  atas ,  pada  tangga l  16  Agustus  2004,  d ise rahkan  

kepada  Penggugat  Sura t  Keputusan  Bupat i  Bojonegoro  No.  

884.3 /328 /203 .412 /2004  tangga l  12  Ju l i  2004  ten tang  

Penguatan  Hukuman Dis ip l i n  atas  nama Penggugat ;

Hal  in i  ten tunya  sangat  ber ten tangan  dengan  keten tuan  

Pasal  20  dan  Pasal  21  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  

1980;

Bahwa  Penggugat  pada  tangga l  23  Agustus  2004  

mengajukan  banding  admin is t r a t i f  ke  Badan  Per t imbangan  

Kepegawaian  (BAPEK)  atas  Keputusan  Bupat i  sebaga imana  

dimaksud  but i r  angka  7  di  atas .  Akhi rnya  kurang  leb ih  

2  (dua)  tahun  8  (de lapan)  bu lan ,  tepa tnya  pada  tangga l  9  

Apr i l  2007  baru  dise rah - te r imakan  Sura t  Keputusan  Tergugat  

No.  171/KPTS/BAPEK/2006  tangga l  19  Oktober  2006  ten tang  

Penguatan  Hukuman  Dis ip l i n  atas  nama Penggugat .  Hal  in i  

sangat  ber ten tangan  dengan  keten tuan  Pasa l  9  ayat  (1 )  dan  

ayat  (2 )  Keputusan  Menter i  Bidang  Pengawasan  Pembangunan  

dan  Pemberdayaan  Apara tu r  Negara  No.  01/BAPEK/1998  tangga l  

9  Ju l i  1998  ten tang  Tata  Ker ja  Badan  Per t imbangan  

Kepegawaian ;

Bahwa  te rhadap  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

memohon kepada  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  

untuk  menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Tergugat  
 Hal .  5 dar i   10 Hal .  Putusan  Nomor :  19 
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No.  171/KPTS/BAPEK/2006  tangga l  19  Oktober  2006  ten tang  

Penguatan  Hukuman Dis ip l i n  atas  nama Penggugat ;

3. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusannya               No.  171/KPTS/BAPEK/2006  

tangga l  19  Oktober  2006  dan  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

baru  ya i t u  Pemberhen t i an  Dengan  Hormat  sebaga i  Pegawai  

Neger i  Sip i l  Daerah  dengan Hak Pens iun ;

4. Membebani  Tergugat  untuk  membayar  semua  b iaya  perkara  

gugatan  in i ;

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te l ah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  

putusannya  tangga l  22  Januar i  2008  No.  

14/G/2007 /PT.TUN.JKT.  yang  amarnya  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  sebag ian ;

2. Menyatakan  bata l  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

di te rb i t k an  Tergugat  berupa  :  Sura t  Keputusan  Badan  

Per t imbangan  Kepegawaian                            No.  

171/KPTS/BAPEK/2006  tangga l  19  Oktober  2006  ten tang  

Penguatan  Hukuman  Dis ip l i n  atas  nama  Tin i ,  NIP.  :  

130623411,  Pangkat  Penata  Muda Tingka t  I ,  Golongan  Ruang  

I I I / b ,  Jabatan  Guru  pada  SDN Kadipa ten  I I I ,  Kecamatan  

Bojonegoro ,  Kabupaten  Bojonegoro ;

3. Menghukum  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  

memul ihkan  harka t ,  martaba t ,  dan  kedudukan  Penggugat  

seper t i  keadaan  semula ;

4. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se leb ihnya ;

5. Menghukum  Tergugat  membayar  b iaya  yang  t imbu l  da lam 

perkara  in i ,  yang  hingga  putusan  in i  d iucapkan  se jumlah  

Rp.  42.000 , -  (empat  pu luh  dua r i bu  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Mahkamah Agung  Republ i k  

Indones ia  No.  173  K/TUN/2008  tangga l  23  Oktober  2008  yang  

te l ah  berkekua tan  hukum te tap   ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

M E N G A D I  L I   :

Mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon  Kasas i  :  

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)  te rsebu t ;
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Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  tangga l  22  Januar i  2008  No.  

14/G/2007 /PT.TUN.JKT. ;

MENGADILI  SENDIRI  :

Menolak  gugatan  Penggugat ;

Menghukum  Termohon  Kasas i  untuk  membayar  biaya  

perkara  dalam  semua  t i ngka t  perad i l an  yang  dalam  t i ngka t  

kasas i  in i  d i t e t apkan  sebesar                Rp.  500.000 , -  

( l ima  ra tus  r i bu  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  te rsebu t ,  ya i t u  putusan  Mahkamah Agung 

Republ i k  Indones ia               No.  173 K/TUN/2008  tangga l  

23  Oktober  2008 d ibe r i t a hukan  kepada  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  dahu lu  sebaga i  Termohon  Kasas i /  Penggugat  pada  

tangga l  17  Jun i  2009  kemudian  te rhadapnya  o leh  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i /  Penggugat  dia jukan  permohonan  

Penin jauan  Kembal i  secara  l i san  pada  tangga l  01  Desember  

2009  sebaga imana  te rnya ta  dar i  Akta  Permohonan  Penin jauan  

Kembal i  Nomor  :  14/PK/2009 /PT .TUN.JKT.  yang  dibua t  o leh  

Pani te ra  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  

permohonan  te rsebu t  d ise r t a i  dengan  Memor i  Penin jauan  

Kembal i  yang  d i t e r ima  di  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha Negara  te rsebu t  pada tangga l  01 Desember  2009;

Menimbang,  bahwa ten tang  permohonan  Penin jauan  Kembal i  

te rsebu t  te lah  diber i t a hukan  kepada  pihak  lawan  dengan  

seksama pada  tangga l                  02  Desember  2009  

kemudian  te rhadapnya  oleh  pihak  lawannya  te l ah  dia jukan  

jawaban  yang  di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengadi l an  Tingg i  

Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada  tangga l   11 Desember  2009;

Menimbang,  bahwa o leh  karena  i t u  sesua i  dengan  Pasal  

68,  69,  71  dan  72  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  

sebaga imana  yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun 2004 dan perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang Nomor  3  

Tahun  2009  permohonan  pen in j auan  kembal i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  yang  d ia j ukan  da lam  tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  di ten tukan  undang- undang,  secara  fo rma l  
 Hal .  7 dar i   10 Hal .  Putusan  Nomor :  19 
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dapat  di te r ima ;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  te l ah  

mengajukan  alasan- alasan  pen in j auan  kembal i  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :

1. Masih  adanya  Perbedaan  Keputusan  anta ra  Keputusan  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  dengan  

Keputusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  atas  

perkara  yang  sama;

2. Kedua  Keputusan  baik  dar i  Pengad i l an  Tingg i  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  dan  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  hanya  mel iha t  Wewenang  atau  Sumber  

Keputusan  yang  dipersoa l kan  te tap i  be lum  mel iha t  

ad i l  yang  sead i l - ad i l nya  anta ra  bera t  keputusan  

yang  di j a t uhkan  dengan  t i ngka t  kesa lahan  yang  

di l akukan  ;

Gambaran  s ingka t  pokok- pokok  masalahnya  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Saya  TINI  beker j a  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  se jak  

tangga l  1  Ju l i  1978  sampai  dengan  Apr i l  1998  Kurang  

leb ih  20  tahun)  beker j a  dengan  baik  dan  t i dak  pernah  

melakukan  pe langgaran  dis i p l i n  da lam  bentuk  apapun  

juga ;

2. Apr i l  1998  sampai  dengan  adanya  Sura t  Panggi l an  Dinas  

dar i  Kantor  Pengawasan  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  

tangga l  19  Ju l i  2002,  meningga lkan  tugas  d inas  ak iba t  

adanya  tekanan  persoa lan  ekonomi  ke lua rga  ;

3. Per lu  d ike tahu i  dar i  tangga l  19  Ju l i  2002  sampai  

dengan  te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  Bupat i  Bojonegoro  

Nomor  :  884.3 /292 /203 .412 /2004 ,  tangga l           29  

Maret  2004 ,  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan Hormat  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  Daerah,  ada  beberapa  

ke jad ian  sebaga i  ber i ku t  :

a. Pada  bulan  Desember  2002  ada  ke jad ian  Bupat i  

Bojonegoro  (Bapak  Drs .  ATLAN)  meningga l  dun ia ,  

ak iba tnya  keputusan  Bupat i  baru  akan  dapat  d ipu tuskan  
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sete lah  ada  Bupat i  Bojonegoro  yang  baru .  Sehingga  

saya  harus  menunggu  sampai  ada  Bupat i  Bojonegoro  

dimaksud;

b. Sesua i  dengan  pen je l asan  dar i  Kanto r  Pengawasan  

Daerah  Kabupaten  Bojonegoro ,  saya  t i dak  per lu  

melaksanakan  tugas  d inas  dulu ,  menunggu sampai  adanya  

Sura t  Keputusan  Bupat i  d imaksud;

c. Pada tangga l  15 Jun i  2004 di te r imakan  Sura t  Keputusan  

Bupat i  Bojonegoro  dimaksud,  Nomor  :  

884.3 /292 /203 .412 /2004 ,  tangga l                  29  

Maret  2004,  ten tang  :  Pemberhent i an  Tidak  Dengan 

Hormat  sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  Daerah;

4. Pada  tangga l  23  Jun i  2004,  saya  mengajukan  Kebera tan  

atas  Keputusan  Bupat i  Bojonegoro  Nomor  :  

884.3 /292 /203 .412 /2004 ,  Tangga l  29 Maret  2004,  ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  sebaga i  Pegawai  

Neger i  Sip i l  Daerah  kepada  semua  Pejaba t  berwenang  

te rka i t  ya i t u  Bupat i  Bojonegoro ,  Badan  Kepegawaian  

Daerah  Bojonegoro ,  Badan  Pengawasan  Daerah  Kabupaten  

Bojonegoro ,  dan Dinas  Pendid i kan  Kabupaten  Bojonegoro ;

5. Pada  tangga l  16  Agustus  2004  d i t e r imakan  Sura t  

Keputusan  Bupat i  Bojonegoro  Nomor  :  

884.3 /328 /203 .412 /2004 ,  tangga l  12  Ju l i  2004,  ten tang  

Penguatan  Hukuman  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l  

Daerah.  Per lu  dike tahu i  bahwa Sura t  Keputusan  Bupat i  

Bojonegoro  in i  bukan  menjad i  wewenang dan tugas  Bupat i  

Bojonegoro  te tap i  tugas  dan  wewenang  Menter i  Dalam 

Neger i  sesua i  dengan  atu ran  yang  mengatu rnya  

(Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30 Tahun 1980) ;

6. Pada  tangga l  23  Agustus  2004  saya  mengajukan  Banding  

Admin is t r a t i f  ke  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  di  

Jakar t a ,  sebaga imana  d ia tu r  da lam Undang- Undang  Nomor  

43  Tahun  1999,  ten tang :  Perubahan  Atas  Undang- Undang  

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang  Pokok- Pokok  Kepegawaian ;

7. Pada tangga l  9 Apr i l  2007  di te r imakan  Sura t  Keputusan  
 Hal .  9 dar i   10 Hal .  Putusan  Nomor :  19 
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Badan  Per t imbangan  Kepegawaian ,  Nomor  :  

171/KPTS/BAPEG/2006,  tangga l              19  Oktober  

2006,  ten tang  :  Penguatan  Hukuman Dis ip l i n ;

8. Pada  tangga l  19  Jun i  2007,  saya  mengajukan  Gugatan  

atas  Keputusan  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  Nomor  :  

171/KPTS/BAPEG/2006,  tangga l  19  Oktober  2006,  

ten tang  :  Penguatan  Hukuman  Dis ip l i n  ke  Pengadi l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  dengan  Nomor  Reg :  

14/G/2007 /PT.TUN.JKT. ;

9. Pada tangga l  22  Januar i  2008  te l ah  dipu tus  perkaranya  

oleh  Pangadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  dan  

dimenangkan  oleh  saya  (T IN I )  se laku  Penggugat .  Adapun  

Sal i nan  Resmi  Putusan  dimaksud  te l ah  dise rahkan  pada  

tangga l  25 Februar i  2008;

10. Pada  tangga l  4  Februar i  2008,  Terguga t  (Badan  

Per t imbangan  Kepegawaian  Jakar ta )  mengajukan  Kasas i  ke  

Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  atas  Putusan  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  

14/G/2007 /PT.TUN.JKT,  tangga l  22  Januar i  2008.  Naskah  

Memor i  Kasas i  d imaksud  masuk  d i  PT.TUN.  Jakar ta  pada  

tangga l  4 Februar i  2008;

11. Pada  tangga l  22  Ju l i  2009  te l ah  di te r imakan  Sal i nan  

Putusan  Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia ,  Nomor  :  173  

K/TUN/2008,  tangga l  23  Oktober  2008,  yang  is i  pokok  

putusannya  memenangkan  pihak  Pemohon  Kasas i  (Badan  

Per t imbangan  Kepegawaian) ;

Menimbang,  bahwa atas  alasan- alasan  Penin jauan  Kembal i  

te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapa t   :

Mengenai  alasan- alasan  ke- 1 sampai  dengan ke- 11  :

Bahwa  kebera tan - kebera tan  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

yang  diu ra i kan  dalam  permohonan  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

o leh  karena  alasan  da lam  mengajukan  permohonan  Penin jauan  

Kembal i  t i dak  memenuhi  syara t  sebaga i  a lasan  seper t i  

d iu ra i kan  dalam  Pasal  67  huru f  a  sampai  dengan  huru f  f  

10
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Undang- Undang  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  1985,  

sebaga imana  yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun 2004 dan perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang Nomor  3  

Tahun 2009;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  apa  yang  dipe r t imbangkan  

dia tas ,  lag i  pula  bahwa  putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  da lam  perkara  in i   t i dak  ber ten tangan  dengan  

hukum dan/a tau  undang- undang,  maka  permohonan  Penin jauan  

Kembal i  yang  d ia j ukan  oleh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  :  

TINI  te r sebu t  harus   d i to l ak ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  berada  di  p ihak  yang  ka lah ,  maka  b iaya  perkara  

dalam  Penin jauan  Kembal i  in i  harus  d ibebankan  kepada  

Pemohon Penin jauan  Kembal i  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  Nomor  48  

Tahun  2009  dan  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  

sebaga imana  yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun 2004 dan perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang Nomor  3  

Tahun  2009,  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  Penin jauan  Kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  :  TINI ,   te r sebu t ;  

Menghukum Pemohon  Penin jauan  Kembal i  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam Penin jauan  Kembal i  in i  yang  d i t e t apkan  

sebesar  Rp.  2.500 .000 , -  (dua  ju ta  l ima  ra tus  r i bu    rup iah )  

;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah  Agung  pada  har i  Jum’at  tangga l  28  Januar i  2011 

oleh  Marina  Sidabutar ,  SH. ,MH. ,  Hakim Agung yang  di te t apkan  

oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i   Ketua  Maje l i s ,  H.  

Muhammad  Tauf ik ,  SH. ,MH.  dan  Prof .  Dr.  Valer ine  

J.L .K ,SH. ,MA.  Hakim- Hakim  Agung  sebaga i  Anggota ,  dan  

diucapkan  dalam  s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  
 Hal .  11 dar i   10 Hal .  Putusan  Nomor :  19 

PK/TUN/2010
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga  oleh  Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  

te rsebu t  dan  d iban tu  oleh  Sumartanto ,  SH.  Pani te ra  

Penggant i  dengan t i dak  dihad i r i  o leh   para   p ihak ;

Hakim- Hakim Anggota  : K e t  u a  :

t td . /  H.  Muhammad Tauf ik ,  SH. ,MH. t td . /  Marina  Sidabutar ,  

SH. ,MH.

t td . /  Prof .  Dr.  Valer ine  J.L .K ,SH. ,MA. SH.,MH. t t d / .  Dr .  

H.  Imam Soebech i ,  SH. ,MH.

t t d / .  Pro f .  Dr .  Ahmad Sukard ja ,  SH. ,MA.

Pani te ra  Penggant i  :

t td . /  Sumartanto ,  SH.

t t d / .  Sumar tan to ,  SH.

Biaya- biaya  :

1. M a t  e r  a i Rp. 6.000 , -     

2. R e d a k s  i Rp. 5.000 , -  

3. Admin is t r a s i  Penin jauan  Kembal i Rp.      2.489 .000 , -  

Jumlah  …………….. Rp. 2.500 .000 , -

Untuk  sa l i nan

MAHKAMAH AGUNG RI .

a.n .  Pani te r a

Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara ,

ASHADI,  SH.

NIP.  :  220000754
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12


